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ABSTRAK

Perkara cerai gugat pada beberapa tahun terakhir menduduki posisi
tertinggi di Pengadilan Agama dibanding kasus-kasus lain. Salah satu pengadilan
yang menangani angka tinggi kasus cerai gugat adalah Pengadilan Agama
Yogyakarta. Dalam perkara cerai gugat istri masih memiliki hak mendapatkan
nafkah idah jika tidak terbukti nusyuz, sesuai dengan Surat Edaran Makamah
Agung No. 3 Tahun 2018. Namun, pada faktanya masih banyak suami yang
mengabaikan nafkah idah, padahal istri tidak terbukti nusyuz. Dalam perkara cerai
gugat ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dengan hak ex officio nya
untuk mencapai nilai keadilan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini menjawab 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, bagaimana pemahaman para hakim terkait pemberian nafkah idah pada
perkara cerai gugat terutama kaitannya dengan ketentuan hak ex officio? Kedua,
bagaimana upaya hakim dalam melakukan realisasai diktum pemberian nafkah
idah cerai gugat yang dicantumkan dalam putusan? Ketiga, apakah putusan-
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan pemenuhan nafkah idah
dalam cerai gugat telah merealisasikan nilai keadilan? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris
dengan teori penemuan hukum dan teori keadilan. Tesis ini termasuk penelitian
kepustakaan (library research), didukung dengan penulisan lapangan (field
research) yang bersifat deskriptif analitis.

Penelitian ini menemukan; pertama, bahwa para hakim mempunyai
pandangan yang beragam terkait dengan pemberian nafkah idah dalam konteks
cerai gugat, dan mereka berpegang teguh secara normative pada ketentuan bahwa
dalam kasus cerai gugat, perempuan tidak mempunyai hak atas nafkah idah, dan
akan mempertimbangkannya hanya jika nafkah diajukan secara formal dalam
gugatan oleh istri. Kedua, pemahaman di atas nampak masih kuat meskipun
terdapat aturan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait cerai gugat dan hak ex
officio yang dimiliki oleh seorang hakim untuk memberikan perlindungan bagi
perempuan, dan untuk itu para hakim masih mempunyai pemahaman bahwa
aturan dan hak tersebut tidak bisa diterapkan kecuali, jika istri mencantumkan
permohonan pemberian nafkah idah dan bahwa permohonan yang dikabulkan
adalah permohonan nafkah idah yang memenuhi ketentuan hukum. Ketiga, dalam
eksekusi pembayaran nafkah idah yang diminta istri dan yang sudah memenuhi
ketentuan hukum dan upaya realisasi keadilan, para hakim mengupayakannya
dengan mencantumkannya secara jelas dalam diktum dan dengan cara menahan
akta cerai sebelum nafkah idah tersebut dibayarkan. Dalam upaya ini, para hakim
menghadapi tantangan, berupa kemampuan ekonomi suami, kurangnya
pemahaman perempuan terkait proses dan tata cara memperoleh haknya, sikap
pengabaian suami yang mengabaikan atas pembebanan tersebut dan belum
tersedianya aturan yang bersifat memaksa.

Kata Kunci: Nafkah Idah, Cerai Gugat, Sikap Hakim.



ABSTARCT

In recent years, divorce cases have held the highest position in the
Religious Courts compared to other cases. One of the courts that has handled a
high number of contested divorce cases is the Yogyakarta Religious Court. In the
case of divorce, the wife still has the right to earn idah if it is not proven to be
nusyuz, in accordance with Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018.
However, in reality there are still many husbands who neglect the maintenance of
Idah, even though their wives are not proven nusyuz. In this contested divorce
case, the judge has a very important role with his ex officio rights to achieve the
value of justice.

Departing from this, this study answered 3 (three) questions. First, what is
the understanding of the judges regarding the provision of alimony in divorce
cases, especially in relation to the provision of ex officio rights? Second, how are
the efforts of the judges in carrying out the dictum of granting alimony for divorce
which is included in the decision? Third, have the decisions of the Yogyakarta
Religious Court related to fulfilling ldah's maintenance in a contested divorce
realized the value of justice? To answer this question, this study uses a juridical-
empirical approach with law discovery theory and justice theory. This thesis
includes library research (library research), supported by field research (field
research) which is analytical descriptive in nature.

This research found; first, that the judges have diverse views regarding the
provision of maintenance of idah in the context of a contested divorce, and they
adhere normatively to the provision that in cases of contested divorce, women do
not have the right to maintenance of idah, and will consider it only if the
maintenance is submitted formally in seduction by the wife. Second, the above
understanding seems to be still strong even though there is a Supreme Court
Circular regarding divorce and ex officio rights owned by a judge to provide
protection for women, and for this reason the judges still have an understanding
that these rules and rights cannot be applied unless, if the wife includes a request
for maintenance of idah and that the request that is granted is an application for
maintenance of idah that meets legal requirements. Third, in the execution of the
payment of the maintenance of the wife who has complied with the legal
requirements and efforts to bring about justice, the judges try to do so by clearly
stating it in the dictum and by holding the divorce certificate before the
maintenance of the wife is suspended. In this effort, judges face challenges to
their husband's economic capacity, women's lack of understanding regarding the
process and procedure for obtaining their rights, neglect of husbands who ignore
these burdens and the unavailability of coercive rules.

Keywords: Idah's livelihood, Divorce, Judge's Attitude.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
QiJ  FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nur Avita, S.H.

Kepada Yth,

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Avita, S.H.

NIM  : 20203012072

Judul : “Sikap Hukum Hakim Tentang Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta)”

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister [lmu Syari’ah Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Magister [lmu Syari’ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas

dapat segera dimunagashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu "alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Desember 2022

Pembimbing,
/

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D D FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
I J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1809/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul :SIKAP HUKUM HAKIM TENTANG NAFKAH IDAH PADA CERAI GUGAT
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama :NUR AVITA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012072

Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir CA

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Gt

Cind "i'
3'}.-'.&4_. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A.

krd i

& Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

,&_ Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
50 : SIGNED

. SIGNED

g #IF ﬂi"'_l:l.' o
Valid ID: 63a633358ff44

iTls  Yogyakarta, 16 Desember 2022
Z5E%  UIN Sunan Kalijaga
} #%  Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

=t Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
FREE SIGNED
Valid ID: 63aa9fal862f1

11 27/12/2022


http://www.tcpdf.org
ADMIN-DP
Typewritten Text
iv


PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Ying bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Avita

NIM 220203012072

Jenjang : Magister

Fakultas - Syari“ah dan Hukum
Program Studi : llmu Syari“ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menvatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penclitian
atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan
bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hart terbukti bukan karyva sendiri atau
melakukan plagiasi. maka sava siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Yogyakarta, S Desember 2022

Saya yangmenyatakan,

e

MET .rlﬁl

TEMPEL |
087 11AKX16301 1284
"NURAVITA, S.H.
NIM. 20203012072




MOTTO

“TARO ADA TARO GAU”

Vi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga Tercinta,

Ayahanda Alm. Sukiman yang atas kerja kerasnya dan kemauannya yang sangat
besar untuk menyekolahkan anak-anaknya dan tak lupa doa-doanya yang penuh
kebaikan sehingga saya bisa sampai dititk ini meskipun hari ini dan hari-hari
berikutnya sudah tidak bisa bersama lagi, akan tetapi kebaikan-kebaikan beliau
selalu mneyertai anak-anaknya. Ibunda Ani, sosok yang sangat luar biasa yang
menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya, yang terus bekerja keras untuk
kebaikan semua anaknya serta terus melangitkan doa-doa penuh kebaikan
meskipun kami terpisahkan lautan. Alm. Kakak dan Adik-Adik penulis Diana,
Aldi, Muh. Abrar serta Alm. Faradilla, yang selalu menjadi alasan penulis untuk
terus belajar menjadi teladan yang baik bagi mereka. Bagi penulis, keluarga
adalah rumah, keluarga adalah mereka yang akan selalu ada disaat senang
maupun susah.

Sahabat Terkasih,

Mereka yang kehadirannya memiliki masa, mereka yang selalu ada tanpa
diminta, mereka yang mengajarkan banyak arti cita dan cinta.

Guru Terhomat,

Bapak/Ibu Guru di SDN 32 Cinennung, Ustadz/Ustadzah di MTs, MA Pondok
Pesantren Al-lkhlas Ujung Bone, Bapak/lbu Dosen di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan Bapak/Ibu Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka yang
dengan ikhlas menyampaikan ilmu-ilmu kebaikannya dan mendukung penulis

hingga bisa menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ $ Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha KH Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 2 Zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin SY Es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad d De (dengan titik di bawah)
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L Ta’ t Te (dengan titik di bawah)

L Za z Zet (dengan titik di bawah)

& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

S Kaf K Ka

J Lam L ‘el

a Mim M ‘em

O Nun N ‘en

) Wau W W

o Ha’ H Ha

3 Hamzah T Apostrof

< Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap
S Ditulis Mu#kiggat
ey Ditulis Wasallam
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis “H”

1S Ditulis Hikmah




e Ditulis ‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap
dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak
lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan “H”.

LIgYian S Ditulis Karamah Al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah

ditulis atau h.

PRy Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
& Dammah Ditulis u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif _

1 . Ditulis
Rt Fala




Fathah + Ya’ Mati A
2 5 Ditulis Tansa
Kasrah + Ya’ Mati I
3 s Ditulis Tafshil
Dammah + Wau Mati 0
4 J}«PT Ditulis usiil
. Vokal Rangkap
Fatha + ya’ mati Aij
itulis
2 Az-zuhailt
Fathah + wau mati
Ditulis A
PR Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
(”"ﬁ Ditulis A’antum
el Ditulis U’iddat
S Ditulis La’in Syakartum

H. Kata Sedang Alif dan Lam
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Xi



ol Ditulis Al-Qur’an
R Ditulis Al-Qiyas
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan menunjukkan proses pembentukan keluarga sebagai suami dan istri
antara pria dan wanita, di mana perkawinan menjadikan keduanya memiliki status
hukum baru. Status hukum ini yang melahirkan hak-hak dan kewajiban baru, baik
sebagai suami maupun sebagai istri. Dalam hal ini, definisi perkawinan yakni:
“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu perkawinan juga dijelaskan
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah” 2

Yuridiksi- perkawinan di Indonesia bersumber pada UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, serta KHI sebagai pelengkap yang didasarkan pada hukum
Islam. Termasuk di dalam keduanya terurai prosedural bagaimana pelaksanaanya.
Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan

perkawinan. Pada dasarnya aturan formal dalam melaksanakan perkawinan tidak

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.



sembarangan dalam menerapkannya tanpa memperhatikan secara seksama. Indonesia
sebagai negara hukum tentu harus memiliki aturan perundang-undangan yang
memadai dan menjamin hak warga negara, termasuk dalam persoalan hajat
melangsungkan perkawinan. Rahmadi Usman mengatakan adanya undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan berfungsi sebagai payung dan sumber
pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi
warga negara di Indonesia.?

Jika tujuan perkawinan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan untuk
memutuskan hubungan perkawinan. Perceraian merupakan sebuah hal yang halal
namun dibenci oleh Allah.* Jika dilakukan dengan cara yang benar dan juga karena
alasan yang benar pula, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar dari berbagai
persoalan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Hal ini dikarenakan perceraian
dalam Islam bukanlah suatu yang hina atau dosa. Sebaliknya, perceraian bisa menjadi
solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (suami istri) dalam problem perkawinan

mereka.®

3 Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, cet. ke-
1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 245.

4 Ash-Shan’ani dan Muhammad bin Ismail Al-Amir, Subulus Salam, alih bahasa Tim Darus
Sunnah, cet. ke-4 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019), him. 168.

5 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018),
him. 90.



Dalam perceraian dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Disebut
cerai talak jika inisiatif dari suami, dan disebut cerai gugat jika inisiatif dari istri.®
Dengan kata lain, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami
sedangkan perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah cerai gugat yaitu
perceraian yang diajukan oleh istri.

Kasus perceraian sampai saat ini menjadi salah satu perkara yang
mendominasi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan
data statistik terkait dengan lonjakan kasus perceraian di Indonesia. Pada tahun 2021,
jumlah kasus cerai gugat mencapai 344.935 kasus’, yang mana meningkat
dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 330.824 kasus®, yang dilatar
belakangi berbagai macam faktor yaitu, ekonomi, moral, dan etika®. Menurut M.
Kuchiba dalam tulisan Euis Nurlaelawati yang berjudul Muslim Women in Indonesian
Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce, dijelaskan juga

bahwa “faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian adalah

6 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2012), him. 323.

" https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2021-
LOW.pdf/, akses 22 Desember 2022.

8 https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2020/index.html#p=140, akses 22
Desember 2022.

® Mazro’atus Sa’adah, Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban, cet. ke-1
(Lamongan: Academia Publication, 2022), him. 11-12.


https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2021-LOW.pdf
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2021-LOW.pdf
https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2020/index.html#p=140

ketidakdewasaan sosial pasangan ketika mereka menikah, sistem kekerabatan, dan
kepercayaan luas bahwa takdir berperan dalam perceraian”°,

Berkaitan dengan jumlah kasus perceraian yang telah dijabarkan di atas,
Pengadilan Agama Yogyakarta bukan menjadi satu-satunya pengadilan yang
memiliki kasus tingkat perceraian tinggi, Pengadilan Agama lain yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta seperti Sleman, Bantul, Wonosari dan Wates juga memiliki
tingkat perceraian yang tinggi. Hanya saja menarik diteliti lebih lanjut karena kasus-
kasus perceraian ditangani banyak hakim-hakim perempuan dibandingkan dengan
Pengadilan Agama yang disebutkan di atas. Pada tahun penelitian ini dilakukan yaitu
2021-2022, Data menunjukkan bahwa hakim yang ada di Daerah Istimewa
Yogyakarta secara keseluruhan ada 37 orang hakim yang 13 diantaranya adalah
hakim perempuan, diantaranya Pengadilan Agama Bantul (4 hakim laki-laki, 1 hakim

perempuan),** Pengadilan Agama Sleman (9 hakim laki-laki, 3 hakim perempuan),*2

Pengadilan Agama Yogyakarta (4 hakim laki-laki, 9 hakim perempuan),'® Pengadilan

10 Euis Nurlaelawati, “Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies,
and Pronouncement of Divorce,” in Islamic Law and Society, Vol. 20:3 (2013), him. 257.

1 Pengadilan Agama Bantul, “Profil Pegawai Hakim”, https://www.pa-bantul.go.id/, diakses
tanggal 24 Juni 2022.

12 Pengadilan Agama Sleman, “Profil Pegawai Hakim”, https://www.pa-slemankab.go.id/,
diakses tanggal 24 Juni 2022.

13 Pengadilan Agama  Yogyakarta, “Profil Pegawai  Hakim”, https://pa-
yogyakarta.go.id/hakim, diakses tanggal 24 Juni 2022.


https://www.pa-bantul.go.id/
https://www.pa-slemankab.go.id/
https://pa-yogyakarta.go.id/hakim
https://pa-yogyakarta.go.id/hakim

Agama Wonosari (4 hakim laki-laki),** dan Pengadilan Agama Wates (3 hakim laki-
laki).*

Masalah yang sering muncul setelah terjadinya perceraian antara suami dan
istri adalah masalah nafkah idah. Apabila pasangan suami istri telah resmi bercerai di
Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh keduanya. Terutama kewajiban suami terhadap istrinya yaitu membayar nafkah
idah yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama.’® Akan tetapi setelah putusnya ikatan perkawinan, kebanyakan suami
beranggapan bahwa ia akan bebas dari kewajibannya. Namun, realita hukum tidak
demikian, ada hal-hal masih melekat padanya yaitu membayar nafkah idah. Syariat
Islam menyerahkan ketentuan kadar nafkah kepada kebiasaan masyarakat dengan
mempertimbankan keadaan ekonomi suami.

Ditambah lagi banyaknya putusan verstek pada perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Yogyakarta seringkali menjadikan istri sebagai korban produk
verstek yang tidak bermanfaat pasca perceraian. Sebab dalam putusan verstek hampir
seluruhnya tidak memuat pembebanan hak. Putusan tersebut seakan-akan hanya

sebagai bukti untuk mendapatkan legalitas atas perceraiannya yang berupa akta cerai.

14 Pengadilan Agama Wonosari, “Profil Pegawai Hakim”, https://www.pa-
wonosari.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/profil-pegawai, diakses tanggal 24 Juni 2022.

15 Pengadilan Agama  Wates, “Profil Pegawai Hakim”, https://www.pa-
wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai, diakses tanggal 24 Juni 2022.

16 Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Idah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai
Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama),” Al-Ahwal, Vol. 10:1 (Juni 2017),
him. 2.


https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/profil-pegawai
https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/profil-pegawai
https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai
https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai

Di samping itu sangat jarang hakim yang memberikan hak-hak khusunya dalam
putusan verstek pada perkara cerai gugat. Putusan verstek dinilai tidak memberikan
rasa keadilan bagi kaum perempuan. Putusan ini dimanfaatkan tergugat untuk
menghindari pembebanan hak oleh penggugat (istri). Karena ketidakhadirannya
dianggap berimplikasi terhadap pemenuhan tuntutan penggugat. Padahal tanpa
kehadiran tergugat pun hakim secara ex officio dapat memberikan hak nafkah idah
sepanjang istri tidak nusyuz. Namun jarang sekali hakim menggunakan haknya pada
perkara ini.t’

Berbeda dengan Pengadilan Agama Magelang pada putusan perkara Nomor
0076/Pdt.G/2017/PA Mgl hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat/istri dan
menjatuhkan talak bai’n sughra tergugat terhadap penggugat dengan membebankan
nafkah idah kepada tergugat/suami secara ex officio meskipun dalam perkara cerai
gugat tersebut penggugat tidak menuntut nafkah idah, dengan pertimbangan hakim
yaitu sekalipun penggugat selaku istri tidak menuntut nafkah idah dan mut’ah, akan
tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal
149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor
13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan “Meskipun gugatan
perceraian yang diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti telah berbuat nusyuz,

maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada

17 Teddy Lahati, “menggugah-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-
berkeadilan-perempuan,”https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/, akses 1 April
2022.


https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/

bekas istrinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa idah yang tujuannya
antara lain untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami,” serta
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003
yang menyatakan “Sekalipun tidak digugat oleh istri dalam gugatannya, hakim secara
ex officio dapat membebankan kewajiban nafkah idah dan mut’ah kepada bekas
suami untuk bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b,
Kompilasi Hukum Islam,” maka secara ex officio atau karena jabatannya, majelis
makim dapat menghukum tergugat/suami untuk memberikan nafkah idah dan mut’ah
terhadap penggugat/istri. 8

Hakim sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara,
khususnya pada perkara cerai gugat agar lebih memperhatikan dengan teliti karena
berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Sehingga putusannya dapat
mencerminkan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan adalah hal yang
paling utama dalam setiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum.
Tindakan untuk mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan
berdasarkan hukum adalah adil. Adapun tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah

untuk mencapai kebahagian masyarakat.’® Oleh karena itu, hukum yang mengatur

18 Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Idah dalam
Perkara Cerai Gugat”, Jurnal Studi Islam, Vol. 21:1 (2020), him. 41.

19 Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (dari Pemikiran
Klasik hingga Moedern)”, Jurnal al-ihkam, Vol. 11:2 (Desember 2016), hIm.249.



tentang nafkah suami kepada istri haruslah ditegakkan berdasarkan kebahagian
masyarakat sehingga dapat dinilai adil atau tidak adilnya sebuah hukum tersebut.

Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang. Selain itu, adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan
hukum yang tujuannya untuk menjamin hak-hak istri yang sedang berperkara di
Pengadilan. Namun pada faktanya masih banyak istri yang tidak mendapatkan hak-
hak mereka khusunya pada perkara cerai gugat. Adapun hak-hak istri pasca
perceraian secara jelas disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No.3 Tahun 2018 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan
nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz.?® Lebih lanjut di dalam Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga disebutkan bahwa cerai
gugat dengan alasan adanya kekejaman dan kekerasan suami, hakim secara ex officio
dapat menetapkan nafkah idah.?

Selain itu, terdapat ketentuan hukum yang dapat dijadikan analogi dalam hal
hak nafkah bagi istri yang mengajukan perceraian yakni pada Pasal 8 ayat 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

20 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018, 15.

2L Tim Penulis Revisi, Revisi Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013), him. 161.



Sipil. Yang intinya, dalam mana istri mengajukan cerai karena kesalahan dari pihak
suami, maka istri tetap berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.?

Dengan melihat persoalan di atas, dapat diketahui bahwa selama ini
perempuan (istri) masih kesulitan untuk mendapatkan hak mereka di hadapan
pengadilan. Hal ini dapat diketahui adanya putusan-putusan baik verstek maupun
non-verstek pada perkara cerai gugat tidak menyinggung dan memuat hak-hak
perempuan di dalamnya. Padahal pada perkara cerai gugat istri masih ada
kemungkinan mendapatkan hak mereka sepanjang tidak nusyuz sebagaimana dalam

SEMA No 3 Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, setidaknya dapat diambil
kesimpulan kemana arah penulisan ini akan dibawa lewat rumusan masalah, yakni:
1. Bagaimana pemahaman para hakim terkait pemberian nafkah idah pada perkara
cerai gugat terutama kaitannya dengan ketentuan hak ex officio?
2. Bagaimana upaya hakim dalam melakukan realisasi diktum pemberian nafkah
idah cerai gugat yang dicantumkan dalam putusan?
3. Apakah putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan

pemenuhan nafkah idah dalam cerai gugat telah merealisasikan nilai keadilan?

22 peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 8 ayat (6)
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Demikian rumusan masalah yang dijadikan acuan pada penulisan Tesis ini,

dan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan

mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penulisan ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

a.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman para
hakim terkait pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat terutama

kaitannya dengan ketentuan hak ex officio.

. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana upaya hakim dalam

melakukan realisasi diktum pemberian nafkah idah cerai gugat yang
dicantumkan dalam putusan.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apakah putusan-putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan pemenuhan nafkah idah

dalam cerai gugat telah merealisasikan nilai keadilan.

2. Kegunaan Teoritis

Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

keluarga, serta dapat memberikan pemahaman yang mendalam untuk penulis

dan dapat berguna bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara

perceraian di Pengadilan Agama terkait dengan hak-hak perempuan pasca

perceraian.
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3. Kegunaan Praktis
Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif dan dapat

menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak penulisan yang telah dilakukan oleh para
akademisi tentang hak nafkah idah perempuan pasca cerai gugat. Namun penulis
menganggap masih ada ruang yang bisa dikaji dengan sudut pandang dan pendekatan
yang berbeda. Berdasarkan literatur-literatur yang ada, maka penulis membagi ke
dalam dua tipe penulisan yaitu normatif dan empiris. Penulisan yang dilakukan
dengan pendekatan normatif mencakup penulisan Fadhilatul Maulida dan Busyro
yang membahas dari segi gender. Fadhilatul Maulida dan Busyro dengan judul
“Nafkah ldah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis
terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). Hasil penulisannya menjelaskan keadilan
dan kesetaraan gender dalam hubungannya dengan nafkah idah bagi istri yang
tertalak ba’in, sebagaimana terdapat dalam-hukum perkawinan bagi umat Islam di
Indonesia, belum dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang berkeadilan
gender. Walaupun hukum perkawinan tersebut telah mengadopsi pendapat jumhur

ulama, tetapi sisi keadilan yang diharapkan belum terwujud.??

23 Maulida Fadhilatul, Busyro, “Nafkah Idah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif Keadilan
Gender (Analisis terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),” ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol.
3:2 (Juli-Desember 2018).
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Arief Rachman Mahmoud dan Muhyidin Al-Rasyid, Muhammad Fathi
Nasrulloh membahas dari segi hukum Islam dan Maqasid Al-Syari’ah. Arief
Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid, dengan judul “Tinjaun Hukum Islam
Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Nafkah
Idah Perkara Cerai Gugat”. Melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang nafkah idah tersebut sejalur
dengan pendapat mazhab Hanafi untuk memberikan istri yang ditalak ba’in atas
nafkah idah dengan dasar surah At-talag ayat 6.2* Muhammad Fathi Nasrulloh dengan
judul “Pemberian Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Magasid Al-
Syari’ah” penulisan ini membahas bagaimana penerapan magasid al-Syari’ah
sebagai landasan hukum ijtihad hakim terhadap pemberian nafkah idah bagi istri yang
mengajukan gugatan perceraian.®

Muchammad Hammad, Mesraini dan Amran Saudi melakukan penulisan
yang membahas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Muchammad Hammad
“Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Idah Talak dalam Hukum Keluarga
Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania” penulisan ini menjelaskan bahwa nafkah
idah talak dalam hukum keluarga muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania secara

umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat dalam fikih konvensional.

24 Arief Rachman Mahmoud, Muhyiddin Al-Rasyid, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Nafkah Idah Perkara Cerai Gugat,” Jurnal
Syari’ah Darussalam, Vol. 5:1 (Jan-Jun 2020).

% Muhammad Fathi Nasrulloh, “Pemberian Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif
Magqasid Al-Syari’ah,” Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2020).
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Sedangkan peraturan mengenai nafkah idah talak yang terdapat dalam Undang-
undang hukum keluarga terdapat perbedaan. Pertama, dalam peraturan undang-
undang Indonesia UU. No. 1/1974 Pasal 34 ayat 1, jika nafkah tidak diberikan, maka
istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama mengenai kelalaian suami
dalam memenuhi nafkah idah. Kedua, dalam peraturan undang-undang Malaysia
Pasal 69 ayat (1), apabila nafkah tidak dibayar, maka menjadi hutang bagi suami
terhitung sejak kewajiban membayarnya. Ketiga, dalam UU Yordania No. 61/1976
jika suami tidak mampu membayar nafkah, maka menjadi hutang dan juga memberi
solusi, jaminan kepada istri untuk mendapatkan haknya melalui harta kekayaan suami
ataupun dibayar oleh orang lain dengan sewajarnya dan orang tersebut berhak
menuntut bayar kepada suaminya. Di sini terlihat bahwa, hukum keluarga muslim
Malaysia dan Yordania lebih menjamin hak-hak perempuan dibandingkan dengan
peraturan yang ada di Indonesia.?® Mesraini, “Hak-hak Perempuan Pasca cerai di
Asia Tenggara (Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)”
penulisan ini -menghasilkan temuan bahwa hak-hak perempuan pasca cerai
mendapatkan legitimasi yang cukup kuat, baik dalam hukum keluarga di Indonesia
maupun di Malaysia. Hak-hak tersebut meliputi, hak mut’ah, hak nafkah idah,
penolakan rujuk, hadanah dan harta bersama. Pertama, hukum keluarga di Indonesia

dan Malaysia menentukan bahwa istri yang ditalak berhak mendapatkan hak mut’ah,

% Muchammad Hammad, “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Idah Talak dalam
Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga
Islam, Vol. 7:1 (2014).
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dalam hukum nasional Indonesia hak mut’ah terbagi menjadi wajib dan sunnah dan
bentuknya boleh berupa benda berharga atau uang sedangkan hukum nasional
Malaysia mut’ah tidak didasakan atas kategori wajib ataupun sunnah dan harus
berbentuk uang. Kedua, hukum keluarga Malaysia tidak membedakan istri yang
ditalak itu sedang hamil atau tidak, talaq raj’i atau ba’in, kedua-keduanya diberi
nafkah secara penuh. Sementara hukum perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa,
perempuan yang sedang hamil baik talak raj’i maupun bai’in harus diberikan nafkah
penuh sedangkan yang tidak hamil hanya diberikan nafkah tempat tinggal saja.
Ketiga, hukum keluarga Indonesia dan Malaysia, keduanya memberikan hak kepada
istri untuk menerima atau menolak ajakan rujuk sang suami berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan. Keempat, Indonesia dan Malaysia
memberikan hak untuk istri untuk mengasuh anak (hadanah). Kelima, terkait dengan
harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia dibagi dua dengan sama banyak
terlepas dari siapa yang bekerja. Sedangkan di Malaysia, pembagiannya pada siapa
yang lebih banyak menghasilkan harta tersebut.?” Penulisan ini lebih menjelaskan
komparasi perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia terkait hak-hak
perempuan pasca cerai. Amran Saudi “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi
Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat dilaksanakan”,
dalam penulisan ini lebih menjelaskan tentang kewenangan peradilan agama secara

umum dalam hal perlindungan perempuan dan anak melalui berapa regulasi dan

27 Mesraini, “Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan
Perkawinan Indonesia dan Malaysia,” Disertasi doktor Universitas Islam Negeri Jakarta (2008).
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putusan perkara dengan mengimplemaentasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif
sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik.?

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, Siti Fadiah, Erwin Hikmatiar,
dalam hal ini ketiga penulisan tersebut membahas tentang pemberian nafkah idah,
mut’ah di pengadilan agama. Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, dengan
judul “Pemberian Mut’ah dan Nafkah \dah dalam Perkara Cerai Gugat” melihat
bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah idah
dalam perkara cerai gugat yang didasarkan pada Pasal 41 huruf ¢ UU Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137
K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember
2003. Penulisan ini melihat pemberian mut’ah dan nafkah idah melalui KHI dan
Yurisprudensi.?® Siti Fadiah dengan judul “Pembebanan Nafkah ldah dan Mut’ah
secara Ex officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor
0009/Pdt.G/2015/PTAPIk - dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Rl Nomor
763K/AG/2015 . Melihat bagaimana putusan banding pengadilan tinggi agama
Palangka Raya dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam hal pembebanan

nafkah idah dan mut’ah secara ex officio yang hasil penulisannya melihat beberapa

2 Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak
Melalui Putusan yang Memihak dan dapat dilaksanakan,”Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7:3
(November 2018).

2 Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Idah dalam
Perkara Cerai Gugat,”Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol.21:1 (2020).
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aspek yaitu; aspek penerapan hukum, aspek pelaksanaan putusan, aspek maslahah
dan maqasid syari’ah dimana hal ini sudah mencerminkan keadilan dan maslahah,
namun dari segi pelaksanaan ikrar yang tidak jadi diucapkan oleh suami, maka
membuat status istri tidak jelas, sehinga tujuan maslahah tidak tercapai manfaatnya.*
Penulisan ini lebih fokus membandingkan dua putusan yaitu putusan PTA Palangka
Raya dan Putusan Mahkamah Agung. Erwin Hikmatiar dengan judul “Nafkah ldah
Pada Perkara Cerai Gugat” penulisan ini membahas tentang nafkah idah dalam
perkara cerai gugat. Adapun penerapan pemberian nafkah idah kepada istri oleh
hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak hanya melihat aturan undang-undang
melainkan melihat peristiwa hukumnya apakah istri pantas untuk diberikan nafkah
idah atau tidak.®

Penulisan yang dilakukan dengan pendekatan empiris mencakup penulisan
Rahman Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar dan Aah Tsamrotul Fuadah. Rahman
dalam penulisan yang dilakukan, “Pemberian Nafkah ldah Bagi Bekas istri dalam
Perspektif  Hukum ~Islam — (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat)”dalam
penulisannya dijelaskan bahwa hak nafkah idah bagi bekas istri tidak direalisasikan
dengan baik, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan suami tentang masalah

pelaksanaan nafkah idah dan juga keengganan suami untuk mengetahuinya, selain itu

%0 Siti Fadiah, “Pembebanan Nafkah Idah dan Mut’ah secara Ex officio pada Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTAPIK dan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015,” Tesis IAIN Palangka Raya (2017).

31 Erwin Hikmatiar, “Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat,” Mizan, Jurnal Ilmu Syari’ah,
Vol. 4:1 (2016).
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juga terdapat rasa keegoisan suami untuk tidak melaksnakan kewajibannya
dikarenakan sudah terlanjur membenci bekas istrinya.®?

Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar dan Aah Tsamrotul Fuadah dengan
judul “Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” dalam
penulisan ini lebih berfokus untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan
sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta
mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya.33

Penulisan-penulisan di atas berbeda dengan apa yang akan diteliti dalam
tulisan ini, penulisan ini lebih mengarah kepada hak nafkah idah pasca cerai gugat
ditinjau berdasarkan penemuan hukum dan asas keadilan terkait putusan hakim
khusunya di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana Mahkamah Agung melalui
Badan Peradilan Agama membuat regulasi dan terobosan hukum untuk
memaksimalkan perlindungan dan realisasi pemenuhan hak-hak perempuan dalam
perkara perceraian seperti SEMA dan PERMA maupun secara ex officio. salah
satunya yang tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman
mengadili perkara perempuan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018
yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan

nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

32 Rahman, “Pemberian Nafkah Idah Bagi Bekas istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di kecamatan Sakra Barat),” Tesis Program Pascasarjana Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN
Mataram (2016).

33 Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamaratul Fuadah, “Pendampingan Hak-hak
Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial.
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E. Kerangka Teoritik
1. Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum biasanya diartikan sebagai
proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi
tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.
Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya
perkembangan serta perubahannya, maka tidak mungkin tercakup dalam satu
peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas sehingga tidak ada
peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas
sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka
harus dicari dan ditemukan.®*

Penemuan hukum tersebut dapat dilakukan oleh hakim dalam
memberikan putusan atau penetapan di pengadilan. Penemuan hukum ini
dimaksudkan hakim harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak
memberikan peraturan yang jelas atau bahkan tidak ada ketentuan yang
mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim mencari atau menemukan

hukumnya, untuk diterapkan pada kasusnya.

34 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2014), him. 49.
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Putusan dan penetapan hakim harus melihat berbagai aspek sehingga
tercapainya tujuan hukum. Dalam hal ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan
dalam menganalisis suatu putusan atau penetapan oleh hakim seperti:3®
a. Hukum formil
b. Hukum materil
c. Filosofi penjatuhan putusan atau penetapan
d. Penalaran hukum

Aspek di atas dapat digunakan untuk menganalisis putusan dan
penetapan hakim, tahapan inilah yang mestinya dilalui oleh para hakim ketika
memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara di persidangan. Para hakim
tidak hanya menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan belaka,
tetapi dia harus mencari sumber hukum lain dalam perkara yang sedang
ditanganinya itu di luar perundang-undangan, khususnya dalam penulisan ini
adalah pemberian hak nafkah idah perempuan dalam hal perkara cerai gugat.
Jika dalam putusan atau penetapan bahkan tidak memuat 4 aspek di atas maka
seorang hakim harus melakukan penemuan hukum.

2. Teori Keadilan
Keadilan merupakan konsep yang abstrak dalam membentuk cara pandang.

Pada akhirnya dalam memuat kebijakan pemerintah dituntut untuk menemukan

% Komisi Yudisial RI, Disparitas Putusan Hakim (identifikasi dan implikasi) (Jakarta:
Sekretaris Jenderal KY RI1,2014), him. 561-568.
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konsep keadilan untuk kepentingan bersama dan juga pengadilan dalam
memutuskan dituntut untuk menemukan keadilan dalam penerapan hukum. %

Dalam Teori Keadilan Hans Kelsen, hukum yang dapat memberikan
keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja
secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah sesuatu yang sudah
tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain,
adanya kesesuaian antarprosedur dengan subtansi sehingga keadilan tersebut
akan diterima oleh masyarakat.®’

Kelsen membagi ranah keadilan ke dalam dua konsep perpaduan:
pertama, keadilan yang bersumber dari cita-cita irrasional. Keadilan
dirasionalkan di dapati melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu
kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian atas
konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang
memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain
atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi
semua kepentingan. Kedua konsep keadilan dan legalitas, dalam hal ini yaitu
untuk menegakkan prinsip dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial

masyarakat, menurut Kelsen, keadilan harus dimaknai legalitas. Suatu peraturan

3% Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”,
Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. X1V:.2 (Desember 2015), him. 143.

87 Jimly Asshiddiqqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta:
Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2014), him. 23.
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umum dikatakan adil apabila peraturan tersebut benar-benar diterapkan secara
menyeluruh, sementara itu suatu peraturan umum dianggap tidak adil jika
diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.3®

Keadilan adalah hal yang paling utama dalam setiap penyelesaian
masalah hukum dan penegakan hukum. Tindakan untuk mematuhi hukum
adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan berdasarkan hukum adalah
adil. Sedangkan tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah untuk mencapai
kebahagian masyarakat. Dalam Disertasi R. Arry Mth, Soekowathy yang
berjudul konsep keadilan menurut hukum murni Hans Kelsen dalam
relevansinya dengan penegakan hukum di Indonesia® dikatakan bahwa “setiap
manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.
Kemurnian hukum dapat berjalan sesuai dengan perkembangan dan
pertumbuhan manusia atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan,
perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi sesuai dengan kepribadian
bangsa”.

Berdasarkan konsep keadilan yang dijelaskan di atas, jika dikaitkan
dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat menurut SEMA

No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

% 1bid, him. 22-23.

% R. Arry Mth, Soekowathy, “konsep keadilan menurut hukum murni Hans Kelsen dalam
relevansinya dengan penegakan hukum di Indnesia,” Disertasi doktor Studi llmu Filsafat Universitas
Gadjah Mada (2013).
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Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan, dimana ketentuan tersebut memberikan sebuah peluang dan
harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan nafkah dari
bekas suaminya yang dijelaskan di dalam poin C angka 1 huruf b.

Mengingat yang menjadi objek material sebuah hukum adalah nilai
keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, maka SEMA No. 2 Tahun
2019 dapat dikatakan sudah memuat aspek keadilan khususnya bagi para istri
yang mengajukan gugatan cerai, karena SEMA tersebut bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian
khusunya dalam hal cerai gugat, maka suami dapat dibebankan kewajiban

untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan memiliki peran dan posisi yang sangat penting terhadap hasil suatu
penulisan. Proses penulisan sangat memerlukan metode yang jelas untu memudahkan
penulisannya dalam memperoleh data penulisan yang akan dikaji. Metode penulisan
dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip serta prosedur yang digunakan oleh
seseorang penulis untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat
untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan atau bisa dibahasakan

sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji penulisan. Dimana metode
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penulisan diharapkan mampu untuk mengumpulkan data secara akurat, teruji, dan
hasil dari penulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.*°
1. Jenis Penulisan
Penulisan dalam tesis ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan
(library research), didukung dengan penulisan lapangan (field research).*
Penulisan kajian pustaka digunakan penulis untuk mengambil salinan berupa
dokumen tentang cerai gugat yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta. Penulis juga menggunakan penulisan lapangan agar dapat
menganalisa dan berinteraksi lansung kepada hakim di Pengadilan Agama

Yogyakarta terkait masalah nafkah idah dalam kasus cerai gugat.

2. Sifat Penulisan
Sifat penulisan ini adalah deskriptif analitik.*> Penulisan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran dan menganalisis terhadap pertimbangan hukum

masalah nafkah idah dalam kasus cerai gugat.

40 Dedi Mulyana, Metodologi Penulisan Kualitatif, cet. Ke-7 (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,2010), him. 145.

41 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penulisan Hukum, cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2014) him.53

42 Deskriptif merupakan metode dalam mencari realitas fakta dengan pemahaman yang tepat.
Lihat: Ibid., him.47.
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3. Pendekatan Penulisan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris,*® yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat
apakah para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan perkara cerai
gugat sesuai dengap prinsip keadilan yang diamanatkan dalam undang-undang,
dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, yaitu

fakta lapangan melalui putusan yang dikaji dan wawancara kepada 4 hakim.

4. Sumber Data

Mengenai sumber data penulisan, penulis menggunakan sumber data primer

dan sekunder:

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah putusan-
putusan perceraian ceral gugat dan juga wawancara, dimana penulis ingin
menganalisis tentang hak nafkah idah pasca cerai gugat. Putusan yang
dianalisis sebanyak 8 putusan pada tahun 2021 dan 2022 ialah sebagai
berikut: 212/Pdt.G/2021/PA. YKk, 366/Pdt.G/2021/PA.YK,
409/Pdt.G/2021/PA.Yk, 486/Pdt.G/2021/PA.Yk, 570/Pdt.G/2021/PA.YK,
680/Pdt.G/2021/PA. YK, 171/Pdt.G/2022/PA.YK, 252/Pdt.G/2021/PA.YKk.

b. Sumber sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data-data primer
yang berupa aturan-aturan yang terkait dengan penelitian tersebut, buku-

buku, kitab-kitab fikih, hasil penulisan terdahulu yang relevan dengan

43 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) him. 31
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penulisan ini, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional dan sumber
data dari website yang terkait dengan penulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu; pertama, dengan
penulusuran kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan cara
mengoleksi buku-buku, kitab-kitab fikih, hasil penulisan terdahulu yang relevan
dengan penulisan ini, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, sumber
data dari website yang terkait dengan penulisan ini dan peraturan-peraturan
perundangan-undangan yang terkait dengan penulisan tersebut, seperti
Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 3 Tahun
2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan putusan-putusan terkait cerai gugat. Kedua,
penulusuran lapangan (file Research) yang dilakukan dengan wawancara di

Pengadilan Agama Yogyakarta kepada 4 orang Hakim.
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6. Metode Analisis

Hal selanjutnya yang menjadi bagian dalam penulisan ini ialah analisis data

yang menggunakan metode deskriptis-analisis,** dengan cara sebagai berikut:

a. Membaca data, kemudian memeriksanya untuk dipetakan secara rapi.

b. Dalam Menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis (content
analysis) untuk menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta.

c. Hasil wawancara akan dirangkum secara mendalam untuk menunjang
validitas data.

d. Memahami serta menyesuaikan data yang didapat dengan permasalahan
yang akan diteliti.

e. Bagian terakhir adalah mengambil kesimpulan setelah melewati langkah-
langkah di atas menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori
penemuan hukum dan teori keadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika penulisan
yang akan dilakukan, antara lain adalah Bab I, memberi penjelasan mengenai latar
belakang masalah penulisan, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah

pengantar kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti. Kedua, Pokok Masalah

4 Deskriptif-analisis adalah metode pengumpulan data melalui interpretasi yang tepat atau
makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahn hukum, dapat
disimpulkan bahwa, penulisan ini lebih kepada pemecahan masalah. Zainuddin Ali, Metode Penulisan
Hukum, cet. Ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hIm.107.
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pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang akan
diteliti. Ketiga, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penulisan yang akan
dilakukan. Keempat, penjelasan perihal beberapa hasil penulisan terdahulu yang
masih ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan dituangkan dalam
bentuk telaah pustaka. Kelima, kerangka teori, pada sub bab ini menjelaskan teori
yang akan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penulisan
tersebut. Keenam, metode penulisan, kategori ini bertujuan memudahkan penulis
dalam proses-proses penulisan, dengan harapan untuk mendapatkan data-data yang
akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. Ketujuh, adalah
sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab 11,
pada bagian ini penulis akan menjelaskan mekanisme perceraian, ketentuan nafkah
idah, jenis perceraian, dan akibat hukum perceraian.

Kemudian Bab Ill dari tesis ini akan menguraikan perihal data-data yang
berhasil dikumpulkan oleh penulis. Pada bagian ini dijelaskan terkait data yang dikaji
yaitu putusan-putusan yang berkaitan cerai gugat, alasan-alasan pengajuannya dan
ada tidaknya pemberian nafkah idah.

Selanjutnya adalah bab 1V, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus penulis
akan menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan
melalui wawancara dengan beberapa hakim berdasarkan teori penemuan hukum dan

teori keadilan.
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Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup, yaitu kesimpulan dan
saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penulisan yang berhasil
dilakukan, dan pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang dianggap

membangun. Semua ini dikemas dalam bentuk Bab V.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penulisan dan mengolah data beberapa putusan dari hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai kasus cerai gugat pada beberapa putusan
pada tahun 2021-2022 dan hasil wawancara tentang cerai gugat dengan beberapa
hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa para hakim mempunyai pandangan yang beragam terkait dengan
pemberian nafkah idah dalam konteks cerai gugat, dan mereka berpegang teguh
secara normative pada ketentuan bahwa dalam kasus cerai gugat, perempuan
tidak mempunyai hak atas nafkah idah, dan akan mempertimbangkannya hanya
jika nafkah diajukan secara formal dalam gugatan oleh istri.

2. Pemahaman di atas nampak masih kuat meskipun terdapat aturan Surat Edaran
Mahkamah Agung terkait cerai gugat dan hak ex officio yang dimiliki oleh
seorang hakim untuk memberikan perlindungan bagi perempuan, dan untuk itu
para hakim masih mempunyai pemahaman bahwa aturan dan hak tersebut tidak
bisa diterapkan kecuali, jika istri mencantumkan permohonan pemberian nafkah
idah dan bahwa permohonan yang dikabulkan adalah permohonan nafkah idah
yang memenuhi ketentuan hukum.

3. Dalam eksekusi pembayaran nafkah idah yang diminta istri yang sudah
memenuhi ketentuan hukum dan upaya realisasi keadilan, para hakim

mengupayakannya dengan cara mencantumkan secara jelas dalam diktum dan
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dengan cara menahan akta cerai sebelum nafkah idah tersebut dibayarkan.
Dalam upaya ini, para hakim menghadapi tantangan kemampuan ekonomi
suami, Kkurangnya pemahaman perempuan terkait proses dan tata cara
memperoleh haknya, sikap pengabaian suami yang mengabaikan atas

pembebanan tersebut dan belum tersedianya aturan yang bersifat memaksa.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Yogyakarta hendaknya melakukan sosialisasi terkait aturan-
aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat agar
nantinya pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan maupun pihak tergugat
mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah terjadinya perceraian dan juga
menekankan kepada posbakum untuk memberikan pemahaman kepada pihak
yang berperkara terkait hak-hak dan kewajibannya.

2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa: Hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga hak ex officio yang
dimiliki oleh para hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, kami berpendapat
bahwa sudah sepatutnya asas hakim pasif dalam hukum acara perdata tidak
menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para

pihak.
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3. Seharusnya SEMA tersebut tidak hanya berbicara masalah sampai pembayaran
hak-hak istri sebelum pengambilan akta cerai saja, tetapi harus ada pemaksaan
dan sanksi hukum yang lebih tegas lagi kepada pihak yang dibebankan untuk
membayarkan nafkah tersebut bisa berupa kurungan atau penjara atau denda
yang telah ditetapkan agar hak-hak pencari keadilan yaitu perempuan lebih

terjamin dan dapat ditegakkan.
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